Jelang Penetapan Calon Pada Pilkada
Serentak, SK 147 Jadi Tanggapan Tertulis ke
KPU Toraja Utara

SULSEL INDONESIA SATU - TORAJAUTARA.WARTA.CO.ID
Sep 15, 2024 - 21:37

Ketua LSM Forum Peduli Toraja

TORAJA UTARA - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Toraja (LSM-



FPT), hari ini secara resmi memberikan tanggapan ke Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toraja Utara, Minggu (15/9/2024).

Dimana tanggapan dari FPT ini merujuk terhadap SK pelantikan para pejabat
pada lingkup pemerintahan kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Bupati
Yohanis Bassang yang juga maju sebagai bakal calon petahana pada Pilkada
serentak tahun 2024 ini.

Selaku ketua LSM FPT, Yulius Dakka menyebutkan jika bukan cuma SK
pelantikan yang menjadi tanggapan pada masa tahapan masukan dan
tanggapan, namun SK Pembatalan atas SK Pelantikan tersebut juga dijadikan
dasar untuk memberikan tanggapan ke pihak KPU agar bakal calon Petahana
tersebut tidak ditetapkan Sebagai calon karena telah melanggar ketentuan UU
No. 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2.

"Kaitan dengan SK Pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 yang kemudian
dibatalkan lagi melalui SK Pembatalan pada tanggal 28 Maret 2024, menurut
kami telah melanggar ketentuan UU Pilkada, terlepas kalau ada pihak lain yang
beranggapan lain. Namun ini adalah sikap yang kami bawa ke tempat yang tepat
untuk ditindak lanjuti,” sebut Yulius Dakka

Untuk itu, Dakka menyebutkan jika pihaknya selaku lembaga swadaya
masyarakat telah mempersiapkan mental yang cukup untuk mengawal keyakinan
mereka itu dengan tetap akan mengikuti tahapan dan alur sebagaimana yang
telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dengan dibukanya sarana dan kesempatan untuk memberikan tanggapan
terhadap bakal calon ini maka saya mengajak semua masyarakat agar
memanfaatkan ruang yang disediakan oleh negara untuk menyampaikan
tanggapan masing-masing sesuai jalurnya, dibanding hanya berdebat di luar
jalur," pungkasnya.

Yulius Dakka yang juga jebolan aktivis 98 ini menegaskan bahwa selain yang
tertulis pada pasal 71 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 terkait larangan melakukan
pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon yang tidak boleh dilanggar
oleh Bupati atau Wakil Bupati yang akan maju kembali, juga ada sanksinya yang
sangat jelas tertulis pada pasal 71 ayat (5).

"Pada pasal 71 ayat (5) sangat jelas sanksi bagi Bupati yang melanggar Pasal 71
ayat (2) dimana tertulis bahwa, Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati
atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut
dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota," sebut Dakka
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Berkenaan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan hal-hal berikut:
ayat (2) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau
Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa
jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

ayat (4) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/\Wali Kota.

ayat (5) : Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali
Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ke tentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai
sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

ayat (6) : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang
bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut
di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan
pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.

Dan hal ini kata Yulius Dakka bahwa sanksi tersebut juga diperkuat oleh surat
edaran Mendagri pertanggal 29 Maret 2024 kepada semua gubernur, bupati dan
wali kota se-Indonesia dimana isinya sangat jelas penegasannya pada point 1
akan sanksi yang merunut kepada Pasal 71 ayat (5) UU 10 Tahun 2016.

Untuk itu, Yulius Dakka berpesan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU
Toraja Utara agar senantiasa berjalan sesuai tatanan undang-undang yang
berlaku karena itu mengikat dan wajib hukumnya untuk dipatuhi serta diikuti.

"lItu adalah amanah UU yang mengatur Pilkada, jadi kami pesankan agar rekan
KPU Toraja Utara senantiasa mengikuti perintah UU tersebut karena pada Pasal
71 ayat (5) sangat jelas perintahnya untuk dilaksanakan oleh KPU," pesan Yulius
Dakka



